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PEMERINTAH KABUPATEN PE,I,IR,ELATAN
I}TNAS PDNIDTITTKAN I}AN KDBUI}AYAAN

fl. H.AgusSalim - painan Telp (0756) Zt6Oz

SUNf, T-PE RIEITIItrIY PE Itr B E RItrII BtrITTUANDIIIIII fiI"OIIf,SI KHUSUS rISIK

IGEIATAI{:

PEIT{BANGUNAN/REHABILITASI GEDUNG DAN PENGADAAN
SARANA PRASARANA SEKOTAH MENENGAH PERTAMA (DAI( REGUTER 2O2O)

Antara

FEMERII{TAH IIAERAH I(ABUFATE}I ESISIR SEI.ATA}I

dengan

tGPAt{ SEKoUH SMPI| I sil.Atn

Nomor

Tanggal

: 19 /rv/sARpRls/oAK.psMp/swK/DpK-ps t 2o2O
: O2APRIL2O2O

tanggal Duaburan Aprirtahun Dua ribu dua puruh, Kami yang bertanda tangan di

layanan dan

setiap warga

: EIIDARII,M.pd

: Kuasa pengguna Anggaran Bidang pembinaan SMp
Tahun Anggaran 2O2O

: Jl. H. Agus Salim - painan

tfubr untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. pemerintah Kabupaten pesisir selatan

F& hari ini Kamis

trdr ini :

L Nama

z Jabatan

3. Alamat

x- ilanra

l!" .batan
3. Ahnat

MUKHLIS,S.P4M.Pd

Kepala UpT SMPN t silaut
Jl.Raya padang-Bengkulu

#f:::::T:]'batan tersebut diatas berdasarkan surat Kepurusan Bupari pesisir seraranauE76/BtcsDM-2019 Tanggal 30 Desembe r Zotgyang selanjutnya disebu t prHAKKEDlrAt,I 
^EUI'Atmx PEnTAMA dan PrHAK KEDUA secrra bersama terlebih dahulu menjelaskan dan menyadari*m'frrya hal-hal sebagai berikut :

x- Bafuna undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain mengamanatkan :> Pasal 11 ayat (1) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan
kernudahan serta menjamin terserenggaranya pendidikan yang bermutu bagi
rEgam tanpa diskiminasi;



Nanor SPPB
Tanggal

: 19/IV/SARPRAS/D AK.?SMP/SWWPK-P52.020
:02Ayi12020

> Pasal 45 ayat (1) : Sistem Pendidikan Nasional diatur bahwa setiap satuan pendidikan formal

dan rpn formal menyediakan sarana dan prasarana yang mbmenuhi keperluan pendidilon

sesni dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisilq kecerdasan inteleKual, sosial,

ernosional, dan kejiwaan peserta didik;

> Pasal 46 ayat (1) : Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah,

Pernerintah daerah dan masyarakat;

> Pasal z16 ayat (2) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan

anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar

l{egara Republik Indonesia Tahun 1945;

L Bahwa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan

nasirnal, sehingga Pemerintah berupaya mendorong Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota

rndakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses bagi masyarakat terhadap

grdklikan yang lebih berkualitas dengan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK);

3. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 42 tentang Standar Nasional pendidikan

' *bagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

2015 yang mewajibkan setiap satuan pendidikan memiliki sarana prasarana pendidikan untuk

rrenunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu

pendidilon;

+ Batrua Peraturan Presiden Republik Indonesia No. BB Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019

Efltarg Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020 menentukan bahwa kegiatan

peningkatan prasarana pendidikan dilakukan oleh Panitia Pembangunan Sekolah secara swakelola

yag ditetapkan oleh Kepala Sekolah penerima alokasi DAK sebagai bagian integral manajemen

berbasis sekolah;

i Bahura Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020

Tanggal 26 Februari 2020 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020;

6. Batrrra untuk peningkatan prasarana pendidikan disediakan anggaran melalui Dokumen

kbksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.01.01.1.01.01.01.16.83 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi

Gedurg dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (DAK Reguler 2020);

n-'gFq hi nenyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Pemberian

hm Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan-ketentuan

-r ryatgrarat seperti dalam pasal-pasal di bawah ini :

fufijiol PembrionBantuan



NanorSPPB
Tanggal

:'t 9I V /S ARPM SP A K.P SM P /SWK/D P K-P 5t2020
: 02A?ri12020

Pasal I
Maksud dan Tujuan

hi sebagai bagian dari pelaksanaan program DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan

* nudanai kegiatan pembangunan/rehabilitasi prasarana pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah

km dengtsn fujuan sebagai upaya pemenuhan prasarana pendidikan sesuai dengan standar nasional

Pihak Kedua bersedia melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam RAB &

gta bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan dana yang diterima.

Pasal 2

tingkup Pekerjaan

fffFFr Pernberian Bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk

Gicn pekerjaan pembangunan/rehabilitasi prasarana pendidikan pada SMPN I Silaut yang

r4rri:
t Rehabilitasi Ruang Guru,

Pasal 3

Jangka Waktu Pelaksanaan

L tstgle waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 120 (seratus dua puluh) hari

ffi Erhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 di

EfE itg PIHAK KEDUA.

L lDf X XEDUA akan mulai melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling

ru 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang

ffiran Tahun Anggaran 2020 di rekening PIHAK KEDUA.

&taan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat pada tanggal 30 Desember

Eq

Pasal 4

Prinsip-Prinsip Pekerjaan

f:ftprirsip dalam pelaksanaan DAK Fisik Bldang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 meliputi :

L &naan dikerjakan dengan mekanisme swakelola,

2. Rrrapan asas efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas,

t. Rngilamaan partisipasi masyaralot dalam pengelolaan kegiatan,

$indisasi kualitas pekefiaan dengan barang yang dihasilkan,

b IW'w, Pemberian Bantuan



NomorSPPB :19fiv/SARPMS/DAKpSMp/SWWpK-pSn020
Tmggal : A April2020

Pasal 5

Tugas dan Kewajiban para pihak

L ItrIAX PERTAMA :

eI lleryalurkan dana dengan segera ke satuan pendidikan penerima DAK Fisik Bidang pendidikan

rnehlui Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mempeftimbangkan jangka waktu pelaksanaan

sebagaimana dimakud dalam pasal3.

b) Eertanggung jawab terhadap pelakanaan program DAK Fisik Bidang pendidikan di tingkat
l(dupaten.

c) hetnberikan bimbingan teknis dan/atau sosialisasi dan/atau pendampingan pelaksanaan DAK Bidang

Pendilikan.

@ i'ldaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun pelaporan kegiatan DAK Bidang pendidikan.

Z 
'I}IAX 

KEDUA:

a) Bertarqrgung jawab mutlak terhadap pelaksanaan program DAK secara fisik dan keuangan di tingkat

. sahnn pendidikan (Sekolah).

b) i{ernUentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) ditingkat Satuan pendidikan (Sekolah).

c) i4daporkan keadaan fisik dan keuangan serta penggunaannya secara periodik kepada PIHAK
PERTAlIIA.

d) ifencatat dan melaporkan aset yang diperoleh dari DAK Bidang pendidikan kepada pIHAK

PERIA]tIA.

Pasal 6

Pelaksanaan pekerjaan

&naan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 memperhatikan hal-halsebagai berikut :

.' PIHAK XEDUA dalam melaksanakan kegiatan harus melibatkan unsur sekolah, komite dan masyarakat
sebagai bagian integral manajemen berbasis sekolah,

L PlHAx KEDUA dalam mengelola DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 harus sesuai dengan petunjuk Teknis
fui Fetunjuk operasional DAK Bidang Pendidikan serta peraturan perundang-undangan yang terloit,

c' PIIIAK KEDUA membuat laporan secara berkala mengenai pelalaanaan pekerjaan/kemajuan pekerjaan

bpada PIHAK PERTAMA,

a' PIHAK KEDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAUA dokumentasi pekerjaan,

bpomn kemajuan pekerjaan dan kelengkapan administrasi tainnya pada tahapan pencairan dana,
G' PIHAK KEDUA wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas serta

pdaporan keuangan dari hasil pekefiaan,

[. PIIUIK KEDUA berkewajiban memungut dan sekaligus menyetorkan pajak-pajak yang terkait dengan
pehksanaan pekerjaan serta menyimpan bukti-buKi setoran dan faktur pajak sesuai dengan peraturan
prundang-undangan,

b fujoq'in, Pemberian Bantuan
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Nonor SPPB
Tmggal

: I9IV/SARPRAS/D AK.PSMP/SWWDPK-P52020
: 02April2020

EfI IEDUA berkewaiiban melakukan serah terima hasil pekerjaan dengan PIHAK pERTAMA yang

>glian dalam Berita Acara Serah Terima pekerjaan,

lInX reDUA waiib menyimpan seluruh dokumen pelaksanaan DAK Fisik Bidang pendidikan Tahun

lmr:an2020,
lIl[X XEDUA bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan seluruh dana DAK Fisik Bldang

ffion Tahun Anggaran 2020 yang diterima dari prHAK PERTAMA,

Pasal 7

Pengawasan dan Pemerilcsaan

En pengawasan/pemeriksaan dan pengendalian pekerjaan, PIHAK PERTAMA dibantu oleh tenaga

ffir )€rE merupakan unsur individu yang ahli dibidangnya,

IlllAf PERTAMA mempunyai hak untuk menolak setiap hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan
Ltnhlan pelaksanaannya,

Pasal 8

Iumlah Dana Bantuan

IIK Fi*k Bitung Pendidikan Tahun Anggaran 2020 yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada nIHAK
fUA sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a) Refnbilitasiruang guru = Rp. 250.000.000,-

[Eta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

HZ

Pasal 9

Penyaluran Dana

penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam pasal B ayat (1) sebagai berikut :

TdEp I : 25Vo (Dua puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana swakelola setelah perjanjian ini

ffingBni kedua belah pihak beserta dokumen lainnya diterima dan disetujui PIHAK PERTAMA,

TdEP D' : 45o/o (Empat puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana swakelola apabila pekerjaan telah
smpai bobot 20olo (Dua puluh perseratus), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress kemajuan

Eerban,

TCtap Itr : 309o (Tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana swakelola apabila pekerjaan telah

-npai 
bobot 55o/o (enam puluh lima perseratus), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress

krainn pekerjaan.



Nanor SPPB
Tmggal

:'t 9IV/SARPRAS/D AKPSMP/SNWPK-P 5/.020
:02April2020

Fmbq/aran disalurkan/transfer ke rekening prHAK KEDUA dengan rincian sbb :

Hna Rekening :

lEru Rekening : t9Ot.O2fO.O7tBt-2

lEna Bank : Bank l{agari Cabang pembantu Silaut

Pasal 1O

Force Majeure

fae Maieure adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat

dhdarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya seperti bencana

&n, e6*le+ni( peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan/kerusuhan.

lFbta Erjadi force majeure maka PIHAK KEDUA segera memberitahukan kepada PIHAK
,EtTAll/[ secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak

Eridinya force majeure dengan dilengkapi buktitertulis yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.

Hasarkan pemberitahuan tertulis dari PIHAK KEDUA sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2)
r& PIHAK PERTAIIIA akan melakukan evaluasi dan kajian untuk mengambil keputusan, menyetujui

ahr rnenolak permohonan dari PIHAK XEDUA tersebut.

lFtila permohonan tertulis dari PIHAK KEDUA tentang force majeure diterima/disetujui maka akan

frikan perubahan perjanjian sedangkan perjanjian awal dinyatakan batal.

Pasal 11

Sisa Dana

l9dtla PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan terdapat ketebihan/sisa dana maka dapat
dgunakan untuk menambah volume atau sasaran dengan persetujuan PIHAK PERTAMA,

Ila sisa dana tidak digunakan untuk penambahan volume atau sasaran maka sisa dana tersebut harus
rraetovkan kembali ke kas daerah.

Pasal 12

Pertanggungjawaban

tltLAl( IGDUA wajib membuat laporan secara berkata mengenai petaksanaan pekerjaan / kemajuan
pelrfttan kepada PIHAK PERTAUA.

P!ll,Al( XEDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dokumentasi kegiatan
iEerta kelengkapan administrasi lainnya pada tahapan pencairan dana.

l\iiio Peaberian Bantuon



NonorSPPB
Tanggal

: LqIV/SARPMS/D AKPSMP/9/K/DPK-PSPM0
:02AVril2020

lryit pertanggungjawaban kegiatan harus sudah diserahkan oteh PIHAK KEDUA kepada PIHAK

ErulA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat selesainya petaksanaan

;fuban, dilampiriantara |ain :

e} ffi Acara Serah Terima,

tl Hft, pertanggungjawaban keuangan seperti : kwitansil faktur setiap pembelian barang dan bukti

Frgduaran lainnya,

c) Bfd, s&ran pajalq

d) &fdi Eknis pekerjaan.

Pasal 13

Sanksi

@ dahm pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan atau terjadi penyimpangan dari

Ertran yarg berlaku dalam dokumen teknis, RAB dan Gambar rencana, maka PIHAK PERTAITIA

cF.?ra sepihak dapat memutuskan/menghentikan pekerjaan tersebut.

Rr.nnsan/penghentian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas maka PIHAK KEDUA wajib

-ryrnbalikan 
seluruh dana dan disetorkan ke kas daerah dan dikenakan sanksi sesuai dengan

Eftnn perundang-undangan.

Pasal 14

PENUTUP

9rat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Painan, pada hari dan

Ersebut di atas. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya

orkup dan 2 (dua) rangkap lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

Painan, tanggal tersebut di atas

PIHAK PERTAMA,
Kuasa Pengguna AnggaranfEpala UPT SMPN I Silaut

199802 1 001

Pembrian Bantuot


